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[bookmark: _Toc191012196][bookmark: _Toc191589273][bookmark: _Toc191589437][bookmark: _Toc191591030][bookmark: _Toc191594753][bookmark: _Toc192201745][bookmark: _Toc192203243][bookmark: _Toc208787871][bookmark: _Toc208849082][bookmark: _Toc208963682][bookmark: _Toc209406324][bookmark: _Toc209565406][bookmark: _Toc209707463] Latar Belakang
 Isu Kecurangan pajak adalah salah satu tantangan serius yang akhir akhir ini sering dihadapi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya membahayakan negara dalam hal pendapatan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengurangin kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam data laporan Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Ditahun 2024, skor Indonesia terletak pada skala 0-100 hanya 37, meningkat dari 34 pada tahun 2022-2023. Hal ini menunjukan bahwa skor Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga, maka hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki potensi penyalahgunaan dalam sistem keuangan dan perpajakan yang tinggi. 
[bookmark: _Hlk190983607]  Salah satu bentuk kasus yang menegaskan hal ini terjadi yaitu adanya kasus kecurangan (Tax Evasion) yang dilakukan di Provinsi Kalimatan Utara, Indonesia yaitu kasus  penggelapan pajak yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltimtara pada tahun 2021. pada saat itu, Kanwil DJP Kaltimtara menyerahkan tersangka berinisial MN beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Samarinda atas dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara sebesar Rp 6,53 miliar. MN yang merupakan direktur PT. EMI dan PT. NRJM diduga menggunakan faktur pajak fiktif dalam pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga jumlah setoran pajak yang diterima negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan serupa pada tahun 2020 dengan tersangka HS yang merupakan karyawan lepas kedua perusahaan tersebut (Firmansyah et al., 2025). Fenomena tersebut menunjukan bahwa penggelapan pajak masih sering terjadi bahkan dengan modus yang berulang. Untuk mencegah, mengatasi  dan mengungkapkan kecurangan pajak ini salah satu mekanisme penting yang dapat kita andalkan adalah whistleblowing.
[bookmark: _Hlk209406845]  Whistleblowing adalah tindakan seseorang untuk  melaporkan pelanggaran, penyimpangan, atau  tindakaan tidak etis dalam sebuah organisasi melalui mekanisme yang tersedia (Oranra et al., 2022). Sementara itu, Whistleblower adalah individu yang melakukan pelaporan tersebut, baik dari dalam organisasi maupun pihak luar seperti pelanggan atau mitra bisnis. Namun, keputusan menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang mudah. Karena whistleblower akan menghadapi berbagai risiko, antar lain intimidasi, tekanan sosial, ancaman terhadap keamanan pribadi, hingga kemungkinan kerugian yang dialami oleh pelapor. Dalam praktik perpajakan, salah satu pihak yang berpotensi menghadapi kondisi tersebut adalah konsultan pajak. Profesi ini memiliki kedekatan langsung dengan wajib pajak serta proses administrasi perpajakan, sehingga konsultan pajak berpeluang menemukan indikasi terjadinya kecurangan. pada titik inilah muncul sebuah dilema etis, yakni situasi ketika konsultan pajak harus memutuskan apakah akan melaporkan kecurangan tersebut sebagai whistleblower demi menjunjung etika profesi atau memilih diam demi mempertahankan kepentingan klien maupun dirinya sendiri.
Dilema etis ini penting untuk ditelaah karena berhubungan dengan bagaimana seorang profesional memaknai tanggung jawab moralnya. Rest (1986) melalui Four Component Model ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan etis berlangsung melalui empat komponen utama, yaitu: (1) kesadaran modal, dimana individu menyadari adanya masalah  etis; (2) penilaian moral, ketika individu melakukan pertimbangan atas benar atau salah suatu tindakan; (3) niat moral, yaitu dorongan untuk memilih suatu tindakan; dan (4) perilaku moral yaitu dorongan untuk memilih suatu tindakan nyata berdasarkan niat tersebut. Dengan demikian, teori ini digunakan oleh peneliti dalam membantu memahami bagaimana konsultan pajak menyadari adanya masalah etis, menimbang pilihan yang ada, membentuk niat, hingga akhirnya menentukan tindakan. 
 Berdasarkan uraian sebelumnnya, sejumlah penelitian terdahulu juga telah menyoroti fenomena terkait dilema etis dalam praktik perpajakan. Misalnya, Pradnyarani et al., (2018) menemukan bahwa konsultan pajak sering menghadapi dilema etis karena adannya tekanan dari klien dan adanya aturan yang kurang jelas serta penelitian ini berfokus pada tax planning, Christian et al., (2021)  juga menemukan bahwa Tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap keputusan etis sedangkan sifat machiavellianisme berpengaruh negatif.
Namun penelitian -  penelitian ini masih terbatas pada penegasan dilema etis dalam praktik perpajakan yang nyata terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pemahaman aturan, nilai etika pribadi, maupun norma sosial. Namun untuk penelitian yang secara khusus mengekplorasi dilema etis konsultan pajak terkait keputusan melakukan whistleblowing masih terbatas. Sedangkan, konsultan pajak merupakan pihak yang berada pada posisi strategis dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengekplorasi secara mendalam bagaimana konsultan pajak menghadapi dilema etis ketika berhadapan dengan praktik kecurangan pajak, khususnya terkait keputusan untuk melakukan whistleblowing. Dengan pendekatan fenomenalogi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pengalaman, pertimbangan moral, dan pandangan konsultan pajak terhadap resiko serta tanggung jawab etis dalam situasi tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsultan pajak menemukan adanya praktik kecurangan pajak dalam pelaksanaan tugasnya ?
2. Bagaimana perasaan konsultan pajak ketika menghadapi situasi dilema etis atas kecurangan pajak yang diketahuinya ?
3. Bagaimana konsultan pajak mengambil keputusan dan bersikap dalam menghadapi kecurangan pajak ?  
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Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendiskripsikan bagaimana konsultan pajak menemukan adanya praktik kecurangan pajak dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memahami perasaan konsultan pajak ketika menghadapi dilema etis atas kecurangan pajak yang diketahuinya.
3. Menjelaskan bagaimana konsultan pajak mengambil keputusan serta bersikap dalam menghadapi kecurangan pajak tersebut.
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Memberikan Kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang etika profesi dan perpajakan, serta hasil penelitiaan ini bisa memperkaya literatur mengenai dilema etis yang dialami konsultan pajak, terutama dalam konteks pengambiln keputusan etis ketika menghadapi praktik kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan four component model dalam konteks perpajakan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Konsultan Pajak
Memberikan gambaran nyata tentang dilema etis dalam praktik dan menjadi bahan untuk refleksi agar lebih berhati hati dan tetap berpegang teguh pada etika profesi ketika mengambil keputusan.
b. Bagi Institusi Pendidikan
Menjadi masukan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan etika profesi dan transparansi perpajakan.
3. Kebijakan
[bookmark: _Toc191589277][bookmark: _Toc191589441][bookmark: _Toc191591034][bookmark: _Toc191594757][bookmark: _Toc191012200]Memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi whistleblower pajak serta peningkatan kepatuhan pajak melalui peneguhan nilai etika dan profeionalisme konsultan pajak.
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Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, antar lain Four Component Model, Dilema Etis dan whistleblowing
1. [bookmark: _Toc191591036][bookmark: _Toc191594759][bookmark: _Toc192201751][bookmark: _Toc192203249][bookmark: _Toc208787878][bookmark: _Toc208849089][bookmark: _Toc208963688][bookmark: _Toc209406330][bookmark: _Toc209565412][bookmark: _Toc209707469]
2. [bookmark: _Toc191591037][bookmark: _Toc191594760][bookmark: _Toc192201752][bookmark: _Toc192203250][bookmark: _Toc208787879][bookmark: _Toc208849090][bookmark: _Toc208963689][bookmark: _Toc209406331][bookmark: _Toc209565413][bookmark: _Toc209707470]
2.1. [bookmark: _Toc191591038][bookmark: _Toc191594761][bookmark: _Toc192201753][bookmark: _Toc192203251][bookmark: _Toc208787880][bookmark: _Toc208849091][bookmark: _Toc208963690][bookmark: _Toc209406332][bookmark: _Toc209565414][bookmark: _Toc209707471]
2.1.1. [bookmark: _Toc209406333][bookmark: _Toc209565415][bookmark: _Toc209707472]Four Component Model
Menurut Four Component Model (Rest, 1986) menjelaskan bahwa tahapan dalam proses pengambilan keputusan etis. Terdiri dari empat komponen utama untuk mempengaruhi seseorang dalam bertindak secara etis, yaitu:
· Kesadaran Moral (Moral Sensitivity)
Merupakan kemampuan individu dalam mengenali adanya persoalan etis dalam suatu situasi, termasuk menyadari dampak yang mungkin timbul dari tindakannya terhadap orang lain. 
· Penilaian Moral (Moral Judgment)
Merupakan persepsi individu dalam mempertimbangkan alternatif tindakan dan menilai mana yang paling tepat sesuai dengan prinsip moral.
· Niat Moral (Moral Intention)
Setelah menilai pilihan yang ada, individu menentukan niat untuk melakukan tindakan yang diangap paling sesuai dengan etika.
· Perilaku Moral (Moral Behavior)
Tahapan akhir Ketika individu benar-benar mewujudkan niatnya dalam tindakan nyata.
2.1.2. [bookmark: _Toc209406334][bookmark: _Toc209565416][bookmark: _Toc209707473]Dilema Etis
Menurut Jones (1991), dilema etis adalah suatu kondisi ketika individu dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama -sama memiliki konsekuensi moral, sehingga sulit menentukan tindakan mana yang benar-benar tepat. 
Dalam konteks konsultan pajak, dilema etis terjadi ketika mereka menemukan indikasi adanya kecurangan pajak. Disatu sisi, mereka dituntut oleh etika profesi untuk menjujung tinggi integritas dan kepatuhan terhadapan aturan dengan cara mengungkapkan kecurangan tersebut. Namun, disisi lain terdapat tekanan untuk menjaga kepentingan klien, menjaga hubungan profesional, bahkan mempertahankan keamanan serta reputasi pribadi. Kondisi ini menimbulkan konflik batin yang membuat keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga pertimbangan moral.
Penelitian sebelumnya juga menunjukan bahwa dilema etis kerap mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam praktik perpajakan. Christian & Susanto (2021)  juga mengungkapkan bahwa keputusan etis konsultan dipengaruhi oleh persepsinya pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sementara faktor sifat pribadi seperti machiavellianisme dapat memperburuk dilema yang dihadapi. Dalam penelitian ini dilema etis dipahami sebagai situasi konflik yang dialami konsultan pajak ketika menemukan kecurangan pajak, dimana mereka harus menyeimbangkan atanra tuntutan etika profesi dan risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil.
2.1.3. [bookmark: _Toc191591041][bookmark: _Toc191594764][bookmark: _Toc192201756][bookmark: _Toc192203254][bookmark: _Toc208787883][bookmark: _Toc208849094][bookmark: _Toc208963693][bookmark: _Toc209406335][bookmark: _Toc209565417][bookmark: _Toc209707474]Whitleblowing
Whistleblowing merupakan tindakan  melaporakan suatu kecurangan, pelanggaran atau perbuatan tidak etis yang terjadi dalam organisasi kepada pihak internal maupun eksternal yang berwenang. Menurut Miceli, Near, dan Dworkin (2008), whistleblowing adalah pengungkapan informasi mengenai praktik ilegal, tidak bermoral, atau melanggar peraturan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada pihak yang dapat mengambil tindakan korektif. Sementara itu, Khan et al. (2022) mendefinisikan whistleblowing sebagai sarana yang digunakan individu untuk menyampaikan laporan mengenai pelanggaran, baik melalui mekanisme formal maupun informal.
Whistleblowing dapat dibedakaan menjadi beberapa jenis, anatar lain whistleblowing internal (laporan disampaikan kepada pihak dalam organisasi, seperti atasan  atau unit kepatuhan) dan eksternal (laporan disampaikan kepada pihak diluar organisasi, seperti regulator atau media). Selain itu, pelaporan dapat dilakukan secara anonim maupun terbuka, tergantung pada mekanisme perlindungan yang tersedia.
Dalam konteks perpajakan, whistleblowing pajak merupakan upaya mengetahui adanya indikasi pelanggaran, misalnya penghindaran pajak, manipulasi laporan, atau praktik korupsi dalam proses perpajakan. Mekanisme ini berperan penting karena membantu otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dalam mengungkap kecurangan yang sulit terdeteksi melalui audit reguler. Hal ini sejalan dengan temuan ACFE (2024) yang menunjukan bahwa 43% kasus kecurangan berhasil terungakap melalui laporan whistleblower, menjadikan mekanisme ini lebih efektif dibandingakan audit internal maupun eksternal. 
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[bookmark: _Toc208787302][bookmark: _Toc209566352]                Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti (Tahun)
	Hasil Penelitian

	1.
	Pradnyarani et al., (2018)
	Konsultan pajak kerap menghadapi dilema etis karena adanya tekanan dari klien serta aturan yang belum terlalu jelas, untuk mengatasi ini penelitian ini mengusulkan untuk memperdalam aturan dan edukasi pada wajib pajak.

	2.
	Christian & Susanto (2021)
	Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap Keputusan etis sedangkan sifat machiavellianisme berpengaruh positif terhadap Keputusan etis.

	3.
	Putri et al. (2021)
	Faktor personal seperti love of money dan norma subjektif berpengaruh terhadap penggelapan pajak.



[bookmark: _Toc208787885][bookmark: _Toc208849096][bookmark: _Toc208963695][bookmark: _Toc209406337][bookmark: _Toc209565419][bookmark: _Toc209707476]Kerangka Konseptual
   Penelitian ini disusun berdasarkan teori Four Component Model Rest (1986) serta hasil penelitian terdahulu yang menyoroti pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis ketika menemukan kecurangan pajak.
Menurut Four Component Model, proses pengambilan ariable etis melibatkan empat fase utama yaitu:
· Fase pertama, adalah kesadaran moral, muncul Ketika konsultan pajak menyadari adanya praktik curang, seperti pemalsuaan laporan keuangan atau penggunaan invoice palsu. Pada tahap ini, individu mulai mengenali adanya dilema etis yang memerlukan perhatian 
· Fase kedua, adalah penilaian moral, merupakan proses evaluasi berbagai opsi tindakan dari perfektif etis. Disini konsultan pajak menimbang apakah melaporkan pelanggaran sesuai dengan standar profesional meskipun beresiko merusak hubungan dengan klien, atau memilih tetap diam untuk mempertahankan kemitraan.
· Fase ketiga, niat moral, adalah komitmen untuk mengambil tindakan yang dianggap paling etis berdasarkan evaluasi sebelumnya. Misalnya konsultan memutuskan untuk melaporkan, menegur klien, atau tidak bertindak sama sekali.
· Fase keempat, perilaku moral pada tahap ini perilaku moral konsultan pajak diwujudkan melalui keputusan akhir, seperti melakukan pengungkapan pelanggaran (whisleblowing), menolak keterlibatan dalam praktik tidak jujur, atau tetap bungkam.
Oleh Karena itu, kerangka konseptual penelitian ini menjadikan dilema etis sebagai titik awal proses pengembalian keputusan etis menurut Four Component Model, untuk menggali pengalaman konsultan pajak dari pengenalan pelanggaran hingga pelaksanaan tindakan. 
 hubungan antar variable dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Dilema Etis Konsultan Pajak

Kesadaran Moral

	
Penilaian Moral
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METODE PENELITIAN
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  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenalogi. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna subjektif dan pengalaman individu secara mendalam (Creswell, 2018). sementara itu pendekatan fenomenalogi digunakan untuk memahami dan mengungkap esensi pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak.
 Menurut Moustake (1994), fenomenalogi berfokus pada cara individu memberi makna terhadap pengalaman yang mereka alami. Dalam penelitian ini, fenomenalogi membantu peneliti mengekplorasi bagaimana konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak,. Dengan demikian, pendekatan ini dipandang paling sesuai untuk mejawab tujuan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak.
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Ini dilaksanakan di kota Samarinda, Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin menggali lebih jauh  mengenai pengalaman seorang konsultan pajak dalam menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan terkait penemuan kecurangan pajak. Konsultan pajak  dianggap relevan karena profesi ini memiliki kedekatan langsung dengan wajib pajak serta proses administrasi perpajakan, sehingga konsultan pajak berpeluang menemukan indikasi terjadinya kecurangan. 
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  Subjek dalam penelitian ini adalah konsultan pajak di kota Samarinda yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling dipilih karena peneliti menentukan kriteria tertentu agar informan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018).
Adapun Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:
1. Konsultan pajak dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
2. Masih aktif bekerja sebagai konsultan pajak pada saat penelitian dilakukan.
3. Bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi secara jujur.
Jumlah informan yang direncanakan adalah 2-3 orang Konsultan pajak, menyesuaikan dengan prinsip penelitian kualitatif, yaitu hingga mencapai data jenuh (saturation), Dimana wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru.
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  Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, Dimana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan, namun tetap terbuka terhadap eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan jawaban informan.
1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk bercerita secara bebas (Creswell, 2018). Teknik ini dipilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak.
2. Dokumentasi 
  Peneliti mengumpulkan dokumen pendukung berupa pedoman etika, literatur tentang whistleblowing, serta data dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pajak. Dokumentasi digunakan sebagai data sekunder yang melengkapi hasil wawancara.
3. Studi Literatur
[bookmark: _Hlk192201957]Peneliti juga melakukan telaah pustaka dari jurnal, buku, dan laporan resmi (misalnya Transparency International, ACFE) yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini membantu memberikan landasan teoritis dan memperkuat analisis data.
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  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles & Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap, yaitu:
1. Reduksi Data
Merangkum, memilih hal hal pokok, dan memfokuskan pada data yang relevan dengan pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak Proses ini melibatkan pengkodean transkip wawancara agar muncul kategori tertentu.
2. Penyajian data (Data Display)
Menyajikan data dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, tabel atau bagan agar lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Menafsirkan makna data yang sudah dianalisis, kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan antara informan maupun dengan teori yang digunakan.
  Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenalogi, analisis juga mengacu pada tahap menurut Moustakes (1994), yaitu:
1. Horizonalization: setiap pernyertaan informan dinggap memiliki bobot yang sama pada tahap awal
2. Clustering of Meaning: mengelompokan pernyataan menjadi tema tema tertentu
3. Textural Descreption: menggambarkan apa yang dialami informan.
4. Structual Description: menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi.
5. Essence: Menarik esensi pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak.
Dengan kombinasi dua model ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis penemuan kecurangan pajak.
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  Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triagulasi. Menurut Moleong (2017), triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pebanding.
Adapun bentuk triagulasi yang digunakan adalah 
1. Trigulasi Sumber
Membandingkan informan dari beberapa informan konsultan pajak  yang berbeda untuk melihat konsentasi data..
2. Trigulasi Teknik
Membadingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi (misalnya dokumen pedoman whistleblowing pajak dari DJP) dan studi literatur.
3. Triagulasi Teori 
Membandingkan hasil temuan dilapangan dengan teori yang digunakan, yaitu Four Component Model, serta dengan penelitian terdahulu.
Dengan kombinasi triagulasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih valid, reliabel, dan dapat di pertanggung jawabkan.
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  Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur penelitian yang terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu: 
1. Tahap Persiapan
· Menyusun proposal penelitian dan instrumen wawancara.
· Melakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori 
· Menentukan kriteria dan memilih informan dengan teknik purposive sampling.
· Mengurus izin penelitian kepihak yang berwenang.
2. Tahap Pengumpulan Data
· Melakukan wawancara mendalam (semi-terstruktur) dengan informan sesuai pedoman wawancara.
· Mencatat, merekam (dengan izin), dan mentranskip hasil wawancara.
· Melengkapi data dengan dokumentasi dan studi literatur.
3. Tahap Analisis Data
· Melakukan reduksi data, penyajiaan data, dan pemeriksaan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman (1994).
· Melakukan tahapan analisis fenomenalogi menurut Moustakas (1994) untuk menemukan tema dan esensi pengalaman.
4. Tahap Pemeriksaan Kesimpulan dan pelaporan 
· menyusun hasil temuan penelitian dalam bentuk narasi deskriptif.
· Membandingkan temuan dengan teori Four Component Model dan penelitian terdahulu.
· Menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
Sepanjang proses penelitian, peneliti juga secara konsisten mematuhi pedoman etika penelitian yang ditetapkan oleh American Psychological Association (APA), terutama pada standar 4.07, 4.04, serta 8.02 hingga 8.05. yang mengatakan bahwa data pribadi yang berpotensi mengidentifikasi partisipan akan dijaga kerahasiannya, kecuali dalam kasus yang memiliki persetujuan  tertulis, penyembunyian identitas, atau persetujuan hukum. Penyembunyiaan indentitas diterapkan secara khusus untuk partispan yang termasuk dalam kelompok rentan atau ketika membahas isu sensitif, seperti mekanisme pelaporan pajak beserta konflik etis yang menyertainya. Upaya ini dimaksud untuk melindungi kerahasiaan informan sekaligus mempertahankan keabsahan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.
.
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LAMPIRAN
[bookmark: _Toc209705087]Lampiran 1. Alur Wawancara
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan peneliti selama proses wawancara. Pertanyaan bersifat semi-terstruktur sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai kondisi agar informasi yang dibutuhkan dapat tergali lebih dalam.
1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan tujuan penelitian dan meminta persetujuan informan.
3. Menanyakan pengalaman informan terkait profesinya sebagai konsultan pajak.
4. Menggali pengalaman informan menemukan indikasi kecurangan pajak.
5. Menggali perasaan informan ketika menghadapi dilema etis.
6. Menanyakan bagaimana sikap/keputusan yang diambil dalam situasi tersebut.
7. Menutup wawancara dengan ucapan terima kasih serta penjelasan tindak lanjut.
Catatan Etika:
Wawancara dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan sesuai Ethical Principles of Psychologists and Code of Cobduct (APA, Standard 4.04-4.07). Identitas informan akan disamarkan (anonimisasi) untuk melindungi privasi, mengingat penelitian ini membahas isu sensitif terkait kecurangan pajak.


[bookmark: _Toc209705088]Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara
Pertanyaan ini disusun berdasarkan rumusan masalah  dan kerangka konseptual penelitian. Bentuk pertanyaan bersifat semi-terstruktual, sehingga peneliti dapat menyesuaikan atau mengembangkan sesuai dengan jawaban informan.
1. Apakah bapak/ibu pernah menemukan suatu indikasi praktik kecurangan pajak? Jika iya, bisa kah saya diceritakan bentuk dari praktik kecurangan tersebut.
2. Apa yang bapak/ibu rasakan jika dihadapkan dengan praktik kecurangan pajak tersebut?
3. Menurut bapak/ibu, apa saja hal yang membuat kecurangan pajak ini menjadi dilema etis?
4. Apa saja yang bapak/ibu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan dalam menghadapi kecurangan pajak ini?
5. Bagaimana keputusan/tindakan yang bapak/ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan kecurangan ini?
6. Menurut bapak/ibu kesulitan apa yang paing sering dihadapi para  konsultan pajak dalam menjaga sikap etis jika dihadapkan dengan penemuan kecurangan pajak seperti ini?
7. Apa yang bapak/ibu harapkan terkait perlindungan/bantuan oleh pemerintah untuk konsultan pajak yang sedang menghadapi permasalahan etika seperti ini?
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